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BAB III

METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian Dan Penelitian 
Adapun lokasi pengambilan data dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Batu Bara, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi Polres Batu Bara sebagai institusi kepolisian yang menangani dan melaksanakan pengamanan unjuk rasa mahasiswa di wilayah hukumnya. Selain itu, Polres Batu Bara memiliki fungsi operasional seperti Bag Ops, Sat Intelkam, Sat Samapta, Sat Lantas, Sat Reskrim, Sat Binmas, dan Propam yang berperan dalam perencanaan, pemantauan, pengamanan, pengaturan lalu lintas, negosiasi, serta pengawasan internal selama pelaksanaan unjuk rasa. Oleh karena itu, Polres Batu Bara merupakan lokasi yang tepat untuk memperoleh data mengenai penerapan asas proporsionalitas dan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan asas proporsionalitas, diskresi kepolisian, pengamanan unjuk rasa, serta ketentuan hukum mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam praktik pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batu Bara, khususnya dalam menentukan tindakan pengamanan yang terukur, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan situasi di lapangan.
 Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum tersebut dalam praktik di lapangan.
 Kombinasi pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam praktik pengamanan unjuk rasa mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum, asas proporsionalitas, dan diskresi kepolisian dengan implementasinya dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batu Bara. Penelitian ini juga diarahkan untuk melihat bagaimana tindakan kepolisian dilakukan secara terukur, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan situasi di lapangan tanpa mengabaikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum..

C.   
Sumber Data
 Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Batu Bara, khususnya Bag Ops, Sat Intelkam, Sat Samapta, Sat Lantas, Sat Binmas, Propam, atau pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengamanan unjuk rasa mahasiswa. Wawancara tersebut dilakukan untuk menggali informasi mengenai kronologi rencana dan pelaksanaan pengamanan, pertimbangan penggunaan diskresi kepolisian, penerapan asas proporsionalitas, pembagian tugas antar fungsi kepolisian, serta kendala yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung. Selain itu, data primer juga bersumber dari dokumen resmi yang berkaitan dengan pengamanan unjuk rasa, seperti surat pemberitahuan aksi, informasi khusus, rencana pengamanan, surat perintah pengamanan, laporan intelijen, laporan pelaksanaan tugas, serta dokumen lain yang relevan. Data tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana pengamanan unjuk rasa mahasiswa dilakukan, bagaimana asas proporsionalitas diterapkan dalam tindakan kepolisian, serta bagaimana diskresi digunakan oleh aparat Polres Batu Bara dalam menghadapi dinamika situasi di lapangan. Dengan demikian, sumber data primer dalam penelitian ini bersifat empiris dan berfungsi sebagai dasar analisis terhadap penerapan asas proporsionalitas dan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batu Bara.  Sedangkan data sekunder pada penelitian ini bersumber dari yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. 
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang relevan dengan asas proporsionalitas, diskresi kepolisian, serta pengamanan unjuk rasa mahasiswa. Beberapa bahan hukum primer yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. 

5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

6. Surat pemberitahuan aksi unjuk rasa mahasiswa yang berkaitan dengan rencana aksi di wilayah hukum Polres Batu Bara. 

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini, seperti: Buku-buku, Jurnal ilmiah, Doktrin hukum 
c. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum kepolisian, hukum administrasi, hukum tata negara, dan hak asasi manusia, serta sumber yang mengonfirmasi pemahaman umum mengenai asas proporsionalitas, diskresi kepolisian, unjuk rasa, penyampaian pendapat di muka umum, pengamanan kepolisian, dan Kode Etik Profesi Polri. Sumber-sumber tertier tersebut meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, serta berbagai publikasi yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini.
D.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan asas proporsionalitas, diskresi kepolisian, pengamanan unjuk rasa mahasiswa, serta kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan kepolisian, literatur hukum, jurnal ilmiah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum kepolisian, hukum administrasi, hukum tata negara, hak asasi manusia, dan Kode Etik Profesi Polri.
 Studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Kepolisian Resor Batu Bara, khususnya Bag Ops, Sat Intelkam, Sat Samapta, Sat Lantas, Sat Binmas, Propam, atau pihak lain yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengamanan unjuk rasa mahasiswa. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kronologi pengamanan, dasar pertimbangan tindakan kepolisian, penerapan asas proporsionalitas, penggunaan diskresi, pembagian tugas antar fungsi kepolisian, serta kendala yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan unjuk rasa mahasiswa di wilayah hukum Polres Batu Bara.
E.  
Teknik  Analisis Data

 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsian berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional 
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